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ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat nagari Sungai
Rumbai Timur dalam penyusuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi
masyarakat tersebut serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
partisipasi tersebut. Ketentuan = mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) atau Nagari (istilah desa di Provinsi Sumatera Barat) diatur di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuangan desa diatur
berdasarkan asas-asas tertentu, salah satunya asas partisipatif. Asas ini
mengharuskan untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat
desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa. Penyusunan APB Nagari dimulai
dari musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat desa. Musyawarah tersebut membahas tentang
rencana pembangunan nagari yang kemudian akan dituangkan ke dalam
rancangan anggaran. Rancangan anggaran tersebut kemudian akan ditetapkan
sebagai APB Nagari.

Berdasarkan penelitian, di Nagari Sungai Rumbai Timur, musyawarah
perencanaan pembangunan serta kebutuhan lainnya terlaksana dengan baik.
Musyarawah dimulai dari tingkatan jorong, baru dibawa ke tingkatan desa. Dalam
hal ini masyarakat terlibat langsung dalam menyampaikan pendapatnya dalam hal
pembangunan nagari ataupun kebutuhan lainnya seperti kegiatan yang ingin
dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan
pembangunan dan kegiatan di nagari. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh
faktor usia, pendidikan, kondisi sosial budaya, keberagaman etnis, serta
ketersediaan media informasi.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah ini juga dibahas di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Pemberian otonomi daerah diharapkan
dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui
usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan
pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu (1) menciptakan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) meningkatkan kualitas pelayanan
umum dan kesejahteraan masyarakat; dan (3) memberdayakan dan menciptakan
ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses
pembangunan. Kebijakan tersebut tentunya juga berlaku untuk pemerintahan desa.
Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan pengertian desa yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat
dua jenis desa, yaitu desa dan desa adat. Nagari di Sumatera Barat secara umum
dikategorikan sebagai desa adat. Desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda
dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap
pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya
masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Wali Nagari, *“Nagari adalah kesatuan
masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan



berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu aspek penting dari pemerintahan adalah masalah pengelolaan
keuangan daerah dan anggaran daerah. Hal ini lebih dikenal dengan istilah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan instrumen
kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan APBD,
sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan peran penting karena masyarakat
merupakan penyumbang utama sumber penerimaan dalam APBD melalui pajak
dan retribusi, bahkan sumber penerimaan yang berasal dari hutang. Selain itu
masyarakat merupakan subjek yang akan disejahterakan melalui pengelolaan
APBD. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Tanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat ini tentunya juga berlaku untuk pengelolaan APBD.

Pendapatan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran
bersumber dari pendapatan asli daerah, alokasi Dana Desa dari APBN serta
APBD dan juga pendapatan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-
asas seperti yang tertera pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib
dan disiplin anggaran. Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah
penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa
dan unsur masyarakat desa. Perencanaan keuangan desa meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa
wajib menyelenggarakan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah



desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas
tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh pendidikan.
Ketentuan ini juga berlaku untuk nagari yang merupakan desa adat. Dalam
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 111 disebutkan bahwa
“Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur
dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat”.

Nagari Sungai Rumbai Timur terletak di Kecamatan Sungai Rumbai,
Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari Sungai
Rumbai Timur sudah mencoba menerapkan proses partisipasi masyarakat dalam
hal perencanaan keuangan nagari yang meliputi perencanaan pembangunan,
perencanaan kegiatan dan hal lainnya. Tentu saja dalam hal pelaksanaannya
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut, baik
itu faktor pendukung maupun faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan
belum optimal.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian
tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Angaran Pendapatan dan
Belanja Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbal,
Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat”.

TINJAUAN UMUM
A. DESA DAN DESA ADAT
Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul,

kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.



Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi (1)
pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, (2)
pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, (3) pelestarian nilai
sosial budaya desa adat, (4) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum
adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak
asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, (5)
penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan
ketentuan peratutan perundang-undangan, (6) pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa
adat, dan (7) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat desa adat.

Pemerintahan desa adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan
dan musyawarah desa adat sesuai dengan susunan asli desa adat atau dibentuk
baru sesuai dengan prakarsa masyarakat desa adat. Susunan kelembagaan,
pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat
ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. Peraturan desa adat disesuaikan
dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada
umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem
pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial
budaya masyarakat desa. Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan fungsi pemberdayaan masyarakat desa
berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa
adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat

desa adat.



B. PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu
kebudayaan yang mereka anggap sama. Partisipasi menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal turut berperan serta dalam suatu
kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Partisipasi masyarakat menurut Hetifah
Sj. Soemarto adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok
sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung
mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi asli dan semu.
Partisipasi asli mengandung makna adanya kerelaan dan Kketerlibatan
masyarakat secara demokratis, pembagian manfaat secara adil, kebersamaan
dalam penetapan tujuan, kebijakan, perencanaan dan implementasi. Bila
keterlibatan masyarakat pada implementasi kebijakan dibatasi, penetapan
keputusan oleh pihak luar, atau kebijakan intern ditentukan oleh pemerintah,
maka partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu, selain itu ciri
partisipasi asli adalah tumbuh dari bawah (grass-roots), berfokus pada
pendistribusian kue pembangunan secara merata, berfungsi untuk
mempertinggi kesadaran terhadap kemampuan sendiri, dan percaya bahwa
partisipan dapat mempengaruhi hasil. Sedang berdasarkan motivasinya,
partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi paksaan, ajakan, dan
partisipasi spontan. Partisipasi masyarakat terdiri atas lima bentuk yaitu
pikiran, ketrampilan/keahlian, tenaga, harta benda, dan uang.

1 1. Citizen Control (kontrol
2 sosial)

2. Delegated power

(pendelegasian)

3. Partnership (kemitraan)

4. Placation (penentraman)

6 5. Consultation (konsultasi)
7 6. Informing (informasi)

8 7. Therapy (terapi)
6 8. Manipulation (manipulasi)



Gambar 1 Tangga Partisipatif oleh Arnstein



Kategori:

a. Nonparticipation
Dua Klasifikasi terendah (8 dan 7) dikatakan sebagai bukan peran serta,
masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek suatu kegiatan.

b. Tokenism
Tiga klasifikasi berikutnya (6, 5 dan 4) menurut Arnstein adalah masuk
ke dalam derajat ‘penghargaan’ dan ‘mengalah’, yaitu saat masyarakat
sudah diajak bicara tentang keinginannya dan gagasannya, tetapi
keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan
pemerintah.

c. Citizen Power
Tiga klasifikasi teratas (3, 2 dan 1) adalah apa yang sebenarnya ada
dalam gagasan Arnstein tentang peran serta masyarakat itu sendiri, yaitu
pada derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak,
tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam
pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin,
pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal, serta kondisi sosial

budaya masyarakat.

C. PENYUSUNAN APBDESA
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas tertentu yang tertuang
di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa yaitu asas transaparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan
disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses
perencanaan yang mengasilkan RPJM dan RKP Desa. Setelah itu, dilanjutkan
dengan proses penganggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah desa yang dibahas dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan



perturan desa. Tahap penyusunan APBDesa adalah seperti pada Gambar 2
berikut.

\ . * Menyetujui Bupati/Walikota
+ Usulan Sekretasis Desa Raperdes (melalui Camat)

anggaran APBDesa + Perbaikan
kegiatan + Menyusun + Pembahasan « Evaluasi
sesuai RKP Raperdes bersama dengan
Desa L APBDesa BPD
m Kepala Desa Kepala Desa

Gambar 2 Tahap Penyusunan APBDesa

APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan
desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan
desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum pada
kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.
Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat
serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Untuk itu
diperlukan adanya penelitian hukum empiris. Kata “empiris” bukan berarti harus
menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di
dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih
dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada
alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi

bahkan metafisika atau gaib. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris



dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-
masalah hukum yang bersifat normatif, teknis, dan preskripsif. Cara pandang
peneliti diharapkan bergeser kearah penyadaran bahwa hukum lebih dari sekedar
norma-norma dan teknik pengoperaiannya saja, melainkan juga sebuah gejala
sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengan kehidupan
bermasyarakat yang unik. Penelitian ini tidak bersifat preskriptif, melainkan
deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Partisipasi masyarakat dimulai dari tahapan paling bawah, yaitu
musyawarah di tingkat jorong. Musyawarah tersebut diikuti oleh semua unsur
masyarakat bersama dengan wali jorong. Dalam musyawarah, masyarakat
membahas masalah dan potensi yang ada di masing-masing jorong.
Berdasarkan masalah dan potensi yang ada, dikaji berbagai bidang dan sektor
di masing-masing jorong untuk menentukan rencana pembangunan yang akan
dilaksanakan serta program kegiatan yang akan dirumuskan. Selanjutnya,
diselenggarakan musyawarah di tingkat nagari oleh BPD yang di Nagari
Sungai Rumbai Timur disebut sebagai BAMUS (Badan Musyawarah).

Hasil rencana pembangunan dan program kegiatan yang dibahas pada
musyawarah tingkat jorong dibahas lagi pada musyawarah tingkat nagari.
Selain itu, dibahas juga rencana pembangunan dan program kegiatan berskala
nagari. Pada akhir musyawarah ditentukan program prioritas sesuai dengan
yang paling dibutuhkan masyarakat dan anggaran yang ada. Prioritas program
dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat desa yang meliputi peningkatan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan desa; peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan

ekonomi pertanian berskala produktif; pemanfaatan teknologi tepat guna
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untuk kemajuan ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam; pelestarian adat
istiadat dan sosial budaya desa; peningkatan kualitas ketertiban dan
ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; serta
peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Setelah  terlaksananya  musyawarah  nagari, Wali  Nagari
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan nagari yang
bersifat lebih teknis. Musyawarah ini tetap melibatkan BAMUS dan
perwakilan unsur masyarakat. Musrenbang nagari menindaklanjuti prioritas
kegiatan dan belanja yang telah disepakati dalam musyawarah nagari menjadi
lebih terperinci seperti perhitungan teknis, rencana anggaran biaya, jadwal
pelaksanaan kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan. Hasil musrenbang
nagari ini adalah berupa rancangan RKP Nagari yang kemudian ditetapkan
berdasarkan peraturan nagari sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.
Kemudian, APBNagari disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang terdapat pada RKP Nagari.

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Rumbai Timur

Tahun 2017
No. Keterangan Anggaran (Rp)
1. | Pendapatan Nagari 1.700.387.231
2. | Belanja Nagari 1.666.347.231
1) | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 427.360.000
2) | Bidang Pelaksanaan Pembangunan 829.169.831
3) | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 156.380.000
4) | Bidang Pemberdayaan Masyarakat 247.437.400
5) | Belanja Tidak Terduga 0
3. | Jumlah Belanja 1.666.347.231
4. | Surplus/Defisit 46.040.000
5. | Pembiayaan Nagari
1) | Penerimaan Pembiayaan 46.040.000
2) | Pengeluaran Pembiayaan 46.040.000
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B. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI
1. Faktor Pendukung

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari didukung dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan adanya asas partisipatif.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga didukug oleh faktor usia dan
pendidikan. Berdasarkan usia kerja, jumlah penduduk Nagari Sungai
Rumbai Timur paling banyak adalah pada usia produktif (22-56 tahun)
yaitu 1564 jiwa. Kelompok usia produktif lebih memiliki keterikatan
dengan nilai moral dan norma masyarakat yang lebih mantap, sehingga
cenderung banyak berpartisipasi. Selain itu, kelompok usia produktif
merupakan sumber daya yang sangat menunjang pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan Nagari.

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk
berpartisipasi. Pendidikan mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap
lingkungannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan
mengajarkan masyarakat pemahaman akan partisipasi dan pentingnya
partisipasi itu sendiri. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Nagari
Sungai Rumbai Timur paling banyak memiliki tingkat pendidikan
SLTA/sederajat yaitu 869 jiwa.

2. Faktor Penghambat
Musyawarah dan kegiatan nagari pada umumnya dilaksanakan pada
hari Minggu yang merupakan hari libur kebanyakan orang. Sebagian
masyarakat yang mempunyai pekerjaan berdagang ataupun yang bekerja
pada hari tersebut memilih untuk tidak terlibat secara langsung, namun
memberikan partisipasi dalam bentuk uang dan harta benda. Hal tersebut
berkaitan dengan kondisi sosial budaya di Nagari Sungai Rumbai Timur.

Kehidupan sosial budaya di Nagari Sungai Rumbai Timur sudah menuju
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masyarakat perkotaan yang lebih banyak mementingkan kepentingan sendiri
daripada kekeluargaan.

Penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur terdiri dari berbagai etnis
atau suku. Keberagaman etnis ini berpengaruh besar dalam partisipasi
masyarakat. Perbedaan etnis menimbulkan perbedaan keinginan dan
kebutuhan yang berkaitan dengan masing-masing etnis. Dengan demikian,
akan menghasilkan lebih banyak jenis usulan kegiatan yang akan
mempengaruhi pengambilan kebijakan di Nagari.

Kurangnya ketersediaan media informasi di nagari juga menghambat
partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk
mengetahui  tentang APBNagari maupun Kkegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan di nagari. Dengan kurangnya media, penyampaian aspirasi

masyarakatpun menjadi terbatas.

PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur bersifat asli, sebagian
besar spontan dan ada juga yang berdasarkan ajakan. Masyarakat terlibat
langsung dalam musyawarah mulai dari tingkat jorong sampai ke
musyawarah nagari. Masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk
ide dan gagasan. Bentuk partisipasi lain berupa tenaga, keterampilan,
uang dan harta benda diberikan pada pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan.

2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur didukung dengan adanya
asas partisipatif. Partisipasi tersebut juga didukung oleh jumlah
masyarakat usia produktif dan tingkat pendidikan masyarakat. Faktor
penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBNagari
adalah kondisi sosial budaya masyarakat, keberagaman etnis, dan kurang

tersedianya media informasi.
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B. SARAN

1. Pemerintah Nagari bersama BAMUS dan lembaga masyarakat lainnya
lebih mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung tidak hanya di
dalam musyawarah tetapi juga di dalam pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan. Semangat kekeluargaan dan gotong-royong perlu
ditingkatkan kembali di Nagari Sungai Rumbai Timur. Cara pelaksanaan
kegiatan bisa diperbaiki atau diperbarui agar masyarakat lebih
berantusias dalam membantu proses pembangunan nagari. Contohnya,
pelaksanaan kegiatan memasak bersama untuk kaum ibu-ibu diadakan
bertepatan dengan kegiatan gotong-royong. Selain sama-sama bekerja,
masyarakat dapat istirahat dan makan bersama sambil bercengkrama dan
meningkatkan rasa kekeluargaan.

2. Informasi mengenai APBNagari dan keuangan nagari beserta
pelaksanaan kegiatan dan pembangunan selama ini hanya ditempelkan
pada papan informasi di kantor kenagarian dan disampaikan melalui
pengumuman di mesjid nagari. Sebaiknya media elektronik berupa
website nagari benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan diisi dengan
informasi yang up to date supaya masyarakat lebih mudah mengakses
informasi kapanpun dan dimanapun. Selain itu, diharapkan juga adanya
pemasangan papan informasi ditempat-tempat yang mudah diakses,
dilihat, serta dibaca langsung oleh masyarakat selain di kantor
kenagarian.
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